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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan 

Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata 

kehidupan Negara dan Bangsa yang adil dan sejahtera, aman tenteram dan 

tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. 

Tujuan yang luhur demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui 

pembangunan nasional secara bertahap, terarah, dan berkesinambungan. 

Untuk menjalankan pembangunan nasional tersebut, pemerintah 

membutuhkan dana yang sangat banyak. Pemerintah memenuhi kebutuhan 

dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri 

dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman 

luar negeri dan hibah (grant), sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya 

penjualan migas dan nonmigas serta pajak. Sumber penerimaan negara dalam 

negeri yang paling potensial adalah pajak.  

Secara jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk 

membiayai pembangunan. Biaya pembangunan ini dibiayai oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor 

pajak sangat penting, karena dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau 

berasal dari pemerintah. Dengan demikian, terlihat bahwa pajak bertujuan 

untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata 

dengan melakukan pembangunan.  
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Dalam data pokok APBN 2009-2013, untuk tahun 2013 penerimaan 

negara sebesar Rp1.529.673,1 Miliar dan sebesar Rp1.192.994,1 Miliar 

berasal dari realisasi penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan, bahwa 

penerimaan negara dari sektor perpajakan memiliki kontribusi sebesar 

77,99% dari total penerimaan negara. Perkembangan penerimaan negara dari 

sektor perpajakan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 terlihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 1.1 

Perkembangan Penerimaan Pajak (miliar rupiah) 

Tahun Penerimaan 

Perpajakan 

Penerimaan 

Bukan Pajak 

Hibah Jumlah % Penerimaan 

Pajak 

(1) (2) (3) (4) 2+3+4=5 2÷5 = (6) 
2009 619.922,2 227.174,4 1.666,6 848.763,2 73,03% 

2010 723.306,7 268.941,9 3.023,0 995.271,5 72,68% 

2011 873.874,0 331,471,8 5.253,9 1.210.599,6 72,18% 

2012 1.016.237,3 341.142,6 825,1 1.358.205,0 74,82% 

2013 1.192.994,1 332.195,4 4.483,6 1.529.673,1 77,99% 

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

 Dilihat dari tabel 1.1, penerimaan Negara yang memberikan kontribusi 

yang paling besar berasal dari penerimaan pajak, dengan memberikan 

kontribusi lebih dari setengah dari total penerimaan Negara. Penerimaan 

negara dari sektor pajak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2009 penerimaan pajak sebesar Rp619.922,2 Miliar dan 

terus mengalami peningkatan sampai pada tahun 2013 menjadi 

Rp1.192.994,1 Miliar.  
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Hasil penerimaan pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam 

rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga 

negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati 

fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang 

yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk membayar utang negara 

ke luar negeri. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi 

suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. 

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan 

dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban 

perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung 

jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban 

kenegaran di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri 

untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self 

assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Dalam self 

assessment system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, 

memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan besarnya pajak 

yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan 

pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Usaha 

dilakukan fiskus untuk efektivitas jalannya self assessment system dan 

meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan ekstensifikasi 
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dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan 

meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dapat 

ditempuh melalui meningkatkan kepatuhan wajib pajak, peningkatan kualitas 

aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap wajib pajak dan pembinaan 

kepada para wajib pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan 

dan penagihan pasif dan aktif, serta penegakan hukum. 

Untuk mencapai target penerimaan pajak, peran serta masyarakat dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perpajakan 

sangat diharapkan pemerintah. Berdasarkan pada sistem self assessment 

system sebagai sistem yang berlaku dalam pemungutan pajak, masyarakat 

yang memiliki penghasilan diharapkan sadar untuk mendaftarkan diri sebagai 

Wajib Pajak.  

Pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang seharusnya 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), namun mereka belum 

mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan jumlah wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan DJP 

adalah dengan menetapkan program ekstensifikasi Wajib Pajak. Pengertian 

ekstensifikasi dijabarkan dalam Surat Edaran Nomor SE-06/PJ-7/2004 

tentang Pemeriksaan Sederhana Lapangan dalam rangka Ekstensifikasi Wajib 

Pajak, ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan jumlah wajib pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

terdaftar serta untuk menghitung besarnya angsuran Pajak Penghasilan (PPh) 

dalam tahun berjalan dan penyetoran pajak dalam suatu masa pajak. Program 
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ini merupakan kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan jumlah wajib 

pajak yang terdaftar.  

Berbagai upaya yang telah maupun sedang dilakukan untuk menambah 

jumlah wajib pajak, antara lain melalui kegiatan penyuluhan kepada 

masyarakat melalui media masa, seminar, maupun penataran. Selain itu, kerja 

sama dengan pihak ketiga, seperti perbankan, yaitu persyaratan memiliki 

NPWP dalam mengajukan kredit dengan jumlah tertentu. Sehingga dengan 

bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat meningkatkan 

penerimaan pajak. Penelitian ini diperkuat oleh Syahab (2012), yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penambahan wajib pajak 

terdaftar terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama di 

Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Selatan.  

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam self assessment system dapat 

berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Wajib 

pajak mempunyai peluang yang tinggi untuk melakukan pelanggaran pajak, 

seperti mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak benar atau lengkap, 

dan menghitung jumlah pajak terutang yang tidak benar. Hal ini dapat 

mencapai suatu tingkat di mana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh. 

Banyak pihak telah meragukan keefektifan Reformasi Perpajakan yang 

diterapkan oleh Menteri Keuangan Srimulyani. Hal ini ditandai terungkapnya 

makelar pajak yang menimpa pegawai di Dirjen Pajak yaitu Gayus 

Tambunan. Akibat ulah dari pegawai Dirjen Pajak tersebut negara sangat 

dirugikan. Untuk mencegah penyimpangan tersebut diperlukan pemeriksaan 
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terhadap Wajib Pajak oleh fiskus. Selain itu fenomena lain  yang terjadi 

sekarang ini diketahui bahwa penerimaan PPh masih minim, perusahaan 

memotong PPh 21 lebih kecil atau malah tidak memotong sama sekali. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, kantor pajak akan menggunakan cara baru untuk 

menggenjot penerimaan pajak. Mereka akan memeriksa semua perusahaan 

yang selama ini menggunakan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) 

pasal 21 (http://www.jmtlawhouse.com dalam harian kontan). Oleh karena itu 

pemeriksaan pajak sangat diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak.  

Menjaga agar wajib pajak tetap berada dalam koridor peraturan 

perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi 

pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. 

Sistem pemeriksaan dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan 

penghasilan, penyerahan, dan pemotongan, pemungutan serta penyetoran 

pajak oleh wajib pajak sehingga pemeriksaan pajak dapat berdampak pada 

peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada 

akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Sari dan Afriyanti (2012) yang 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan 

pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan.  

Sejak diberlakukannya reformasi perpajakan, penerimaan negara dari 

sektor pajak terus meningkat. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, masih 

ada yang melalaikan kewajiban pajaknya, terbukti dengan adanya tunggakan 

pajak. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai 
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langkah untuk menagih tunggakan pajak tersebut, mulai dari penagihan pasif 

dan aktif sampai dengan pelelangan atas harta benda para wajib pajak, bahkan 

upaya sandera (gijzeling).  

Penegakan hukum kepada wajib pajak yang tidak melunasi tunggakan 

pajaknya dalam waktu yang telah ditentukan antara lain dengan 

memberlakukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum 

memaksa, yaitu berupa serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi 

hutang pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 

penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 

melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita. 

Tolok ukur sistem pajak apapun pada akhirnya akan dinilai dari besar 

kecilnya pemasukan uang pajak ke Kas Negara, baik yang dibayarkan secara 

sukarela (voluntary compliance) oleh wajib pajak maupun yang dipungut oleh 

petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Oleh sebab itu, 

peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat 

semakin besarnya jumlah tunggakan pajak dewasa ini sehingga penerimaan 

pajak dapat terus ditingkatkan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Syahab dan 

Gisijanto (2008) yang menunjukkan bahwa penagihan pajak berpengaruh 

signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama 

Kanwil DJP Jakarta Pusat.   

Guna meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal serta untuk 

menerapkan sistem self assessment yang efektif, perlu ditumbuhkan terus-

menerus kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak, baik 
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orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan 

telah melakukan kewajiban perpajakannya, yaitu dengan melunasi dan 

melaporkan SPT  tepat pada waktunya sebelum jatuh tempo pelaporan. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak meningkat. 

Jadi, semakin patuh wajib pajak melunasi dan melaporkan  kewajiban 

perpajakannya maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

akan meningkat. 

Pernyataan ini diperkuat oleh  penelitian yang dilakukan Suhendra 

(2010), yang menunjukkan bahwa  tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur 

dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan 

badan pada KPP.   

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Suhendra 

(2010) yang dijadikan sebagai dasar penelitian replikasi. Adapun yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah: 

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak  

untuk variabel dependen dan menambahkan tiga variabel independen yaitu 

Pemeriksaan Pajak yang mengacu pada penelitian listyaningtyas (2012), 

Penagihan Pajak yang mengacu pada penelitian Syahab dan Arief (2008) 

dan Penambahan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar yang mengacu pada 

penelitian Syahab (2008) dan penelitian Fitriani dan Saputra (2009). 

Sedangkan penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel 
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independen yaitu Kepatuhan pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan 

Badan untuk variabel dependen 

2. Penelitian ini menggunakan periode penelitian yaitu pada tahun 2009 

sampai 2012 sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan periode 

penelitian tahun 2004 sampai 2008.  

3. Objek penelitian pada penelitian ini yakni di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Tigaraksa sedangkan dalam penelitian sebelumnya menggunakan 

objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah DKI 

Jakarta.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti termotivasi untuk 

melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penambahan Jumlah Wajib 

Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib 

Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.  

 

1.2 Batasan Masalah 

Sesuai dengan uraian yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah, 

maka peneliti memberikan batasan masalah terhadap variabel yang akan 

diteliti. Batasan-batasan tersebut adalah: 

1. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Tigaraksa  

2. Penerimaan pajak yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah khusus 

hanya penerimaan pajak atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

3. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data untuk tahun 

2009 sampai dengan 2012. 
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1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Penambahan Jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh 

terhadap Penerimaan Pajak? 

2. Apakah Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak? 

3. Apakah Penagihan Pajak mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan 

Pajak? 

4. Apakah Kepatuhan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap 

Penerimaan Pajak? 

5. Apakah Penambahan Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, 

Penagihan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh terhadap Penerimaan Pajak? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penambahan Jumlah  

Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. 

2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak.  

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak 

terhadap Penerimaan Pajak.  
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4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kepatuhan Wajib 

Pajak terhadap Penerimaan Pajak.  

5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Penambahan Jumlah 

Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, dan Kepatuhan 

Wajib Pajak, secara bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis  

Memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada penulis dalam 

memahami dan menganalisis pengaruh penambahan jumlah wajib 

pajak terdaftar, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan 

wajib pajak terhadap penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas 

barang mewah. 

2. Bagi aparat pajak 

Dapat memberikan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan 

Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan strategi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. 

3. Bagi mahasiswa dan akademisi 

Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tambahan 

referensi, dan masukan untuk memberikan gambaran yang jelas bagi 

para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai 

penerimaan pajak.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I     :PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan.  

Bab II     :TELAAH LITERATUR 

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan tentang teori-teori yang 

relevan dengan penerimaan pajak, pajak penghasilan, penambahan 

jumlah wajib pajak terdaftar, pemeriksaan pajak, penagihan pajak, 

dan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga menguraikan hasil 

penelitian yang telah dilakukan, serta perumusan hipotesis. 

BAB III  :METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, 

metode penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan 

teknik analisis data.  

BAB IV  :ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi penelitian berdasarkan data-data 

yang telah dikumpulkan, pengujian dan analisis hipotesis, serta 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V    :SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasarkan 

pada hasil penelitian yang telah dilakukan.  
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